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ABSTRACT
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Nabi Muh@ihm aw beserta keluarg o mulia. Juga

kepada orafig S le 3 b 2 Ik t gemperjuangkan

gelar Sarjana

Hukum padajiak ,- i anin Ri ] , dengan judul:
Tugas Dan Hulu Dalam
Menyelesaikan 0. yang merupakan
salah satu syarat un alam Ilmu Hukum pada

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini,
dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:
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yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT
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skripsi ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan disebabkan karena

kekhilafan dan ketidaksempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang
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penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

dalam pengam eput ang dapa g pefcka (wikipedi,

2017) . Dem®k _ S ut madern, berdirinya

Indonesia sebagai W s, de sepanjang sejarahnya telah
menyelenggarakan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) untuk
memilih calon wakil rakyat sebanyak 12 kali. Secara berturut-turut dari kesebelas
pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997,
1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi

perubahan peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Wianto, 2014,

p. 1.
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Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana demokrasi sebagai pelaksanaan
asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang

duduk di lembaga perwakilan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2003

ahun 1945

h atas hukum

sarana untuk

mendatang membangun
masyarakat membangun
masyarakat yang telah

diamanatkan ¢ g DhSat 1o flatall berada di tangan

merupakan salah satu perwujudar demokrasi. Melalui Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu

yang diharapkan jujur dan adil.

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan
jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan

oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga
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penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan
yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam

pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara

pemilu tersebut mgli

1) Kos y mengatur

Apan Peraturan

Pemerintah B@ng i gndine N : 1 T8ntang Pemilihan

Pasal 30
a.  Mengawasi tahapan penyelCTig emilithan yang meliputi:
1.  pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5.  pelaksanaan Kampanye;
6 perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
i pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilihan;
8.  pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
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9.  mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan

lanjutan, dgg Pemilihan susulan; dan

; penetapan hasj

a0 Bupati dan Wakil

b.
c.
d. unpaiks
i
B, ¢ le
¥
1 unp .
ﬁ tindakan yang
i milihan oleh
g. "G : vaslu tentang
anaat sa nbupaten/Kota,
F : abupaten/Kota
ﬁn’ { terganggunya
h. AWAST :
1 % oleh peraturan
Pasal 33 " '
a.  mengawasl ta ap dewilayah Kecamatan yang
meliputi:
1.  pemutakhiran an data kependudukan dan

penetapan Daftar
2 pelaksanaan Kampanye;
3 perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
4.  pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
5
6

a dan Daftar Pemilih Tetap;

penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
dan
7.  pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan
lanjutan, dan Pemilihan susulan.
b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota;
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c.  menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

e.  meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;

julukan ndgef uluk ya o sebelah utara
berbatasan ldeng S aters ara d L* Hilir. Sebelah
barat berb g deng 1atera | Utara atSebelah timur
berbatasan ‘dén upat ipar, Be 1 ' sebelah selatan

berbatasan

Samo, Rokan IV Koto, ﬁl" [dun, dan Ujung Batu.

: = ; ‘

Pilkada Kabupaten Rokd ‘ “‘: an pemilihan kepala daerah yang
dilaksanakan sekali dalam lima tahun dalam rangka memilih Bupati dan wakil
Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada Kabupaten Rokan Hulu yang dimaksud
oleh Penulis adalah Pilkada pada tahun 2020 yang diadakan pada tanggal 9

Desember 2020 untuk periode 2020-2025.
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Dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu terdapat 7 pelanggaran yang terdiri
dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana,

pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:

Pelanggaran pelanggaran | Sudah

Administras Pemilihan | diselesaikan

1 Tan prosedur KPU | oleh
Kabupaten Rokan Hulu pada saat | bawaslu
Pembentukan dan Penetapan

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara yang yang bukan
berasal dari Pegawai Desa Kelurahan;

2. Perihal ditemukannya Nama Pemilih
Ganda didalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) yang telah ditetapkan oleh
KPU Kabupaten Rokan Hulu.
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4 Pelanggaran | 1. Perihal dugaan Pelanggaran Netralitas | Sudah
Hukum dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, | diselesaikan
lainya adalah salah satu PNS masi aktif yang | oleh
ingin mencalonkan diri sebagai Bakal | bawaslu
Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu
pada Pilkada serentak Tah

an_ melakukan Zil

b

pasal 30, sampai pasal 33 yang Menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan
Hulu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu
dalam pelaksanaannya di dalam kabupaten/kota yang berupa tahapan

pemutakhiran data pencalonan penetapan calon pelaksanaan kampanye pengadaan
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logistik pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara termasuk dalam
hal pengawasan di seluruh wilayah kerja.

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang dan proses

bupaten/kota dan

pelaksanaz

peraturan

pelanggaran pemilu dan mengidentifikasi informasi awal yaitu berupa dugaan
pelanggaran Pemilu memeriksa dan mengkaji dugaan atas pelanggaran Pemilu
tersebut yaitu berupa pemeriksaan mengkaji dan memutus pelanggaran berupa
pelanggaran administrasi pemilu dan melakukan tindak lanjut atas pengawasan

pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Bawaslu Kabupaten Rokan
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Hulu dalam memproses pemilihan yaitu melakukan permohonan penyelesaian

sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota memverifikasi secara formal

melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa melakukan proses

pihak dalam

i. Bawaslu

tikan anggota
’rovinsi dengan
tujuan pelaks

ran perundang-

undangan

ROKAN HULU DALAM

MENYELESAIKAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020~
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana o J Dalam Menyelesaikan

Manfaat dari adanya peneclit #pat di bagi menjadi dua aspek yaitu
secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :
a) Manfaat Teoritis
1. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dan dapat memperluas ilmu

pengetahuan dengan memberikan argumentasi terkait tugas dan

10
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kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada
serentak tahun 2020

2. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan

\%Q“

pemikiran

. pthak yang

Y.
o
 d
"
5

¥

S 1)
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Pemilu adalah sistem pg o demokratis dan digunakan oleh

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

negara-negara di dunia untuk memilih pejabat publik. Untuk negara yang diklaim
sebagai simbol dan ukuran demokrasi yang paling utama. (Harahap, 2019, p. 58).
Mengukur demokratisasi suatu negara bergantung pada bagaimana proses pemilu
negara itu secara keseluruhan dilakukan. Menurut A.S.S. Tambunan, pemilihan

umum pada dasarnya adalah alat untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang

11
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merupakan perwujudan hak politik rakyat, dan menjalankan hak tersebut melalui

wakil rakyat. (Karim, 1991, p. 17).

Berbeda dengan ahli di atas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu

dilaksanakan

~ 5
_ﬁ-‘ memastikan

hak asasi jika terselenggaranya pemilu,

memperlambat penyelenggaraan pe ffipa persetujuan para wakil rakyat, atau
tidak melakukan apa-apa sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana
mestinya. Mengingat tujuan penyelenggaraan pemilu atau pemilu itu pada
pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:

1. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara

tertib dan damai;

12
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. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan

. untuk melaksa Si 1 warg Asshiddigie, 2007, p.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan tanda-tanda pemilihan umum antara lain:

a. pemilihan umum diadakan setiap lima tahun,

b

C.

d

. ketaatan pada prinsip luber dan jurdil,
sasaran pemilihan yaitu presiden dan wakil presiden serta legislatif,

. perseorangan dan partai politik sebagai peserta pemilu, dan

e. berkenaan penyelenggara pemilu.(Gaffar, 2013, p. 29).

13
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Pasal 22E tentang pemilu langsung dilakukan kepada presiden dan wakil
presiden mengikuti pemilihan anggota badan legislatif. Adapun ditegaskan kepala

daerah yang didasari UU No. 32/2004 ditetapkan dipilih langsung. Timbul tanda

tanya kenapa adas a0 vang berlainan _as pilihan kepala daerah

kepercayaan pemilih terhadap siapa yang ia berikan mandat. Namun ditangguhkan
oleh putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 pada intinya legislator diberi
kewenangan dalam menentukan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui
langsung atau tidak. (Gaffar, 2013, p. 95). Pemilihan kepala daerah langsung

adalah salah satu pemilihan paling populer bagi pejabat negara yang dipilih secara

14
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demokratis. Mekanisme pemenuhan fungsi kepala daerah dilakukan dengan cara
dipilih secara demokratis. Artinya mereka dipilih langsung oleh rakyat atau oleh

DPRD. Konotasi rakyat langsung memilih merupakan demokratis, jadi dipilih

oleh DPRD juga dg amun, Valina Sing i dipilih langsung oleh

pandangan bahwa
-persekutuan

pun asal atau

wakilnya ke lembaga perwakilan dengan jumlah sesuai yang ditetapkan oleh
undang-undang.
2. Sistem pemilihan mekanis

Sistem ini menganggap rakyat sebagai individu-individu yang berdiri
sendiri. Mereka inilah yang memiliki hak memilih atau suara yang melekat

dalam dirinya masing-masing secara merata. Sistem ini masih dapat kita bagi

15
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lagi dalam dua model sistem yaitu model pemilihan sistem distrik dan model
pemilihan sistem proporsional.
a. Sistem Pemilihan Distrik

Nama lain d g, ini adalah sisterg , atau single member

e
.

(o

aaul

N
"

sterr -~ .milihanProporsional/
suara berimbang

Kelebihan:

Kelebihan:

1. Waktu yang diperlukan
relatif lebih cepat. 1. Partai kecil memiliki peluang
|| 2. Organisasi yang diperlukan || lebih besar untuk.tetap. .
untuk peyelenggaraan tidak memperoleh kursi/ wakil di
terlalu besar parlemen.
3. Biaya murah 2. Jumlah suara yang hilang
sedikit/ distribusi suara
4. Hubungan antara
Qﬂmiiih dan orang vang J \_ J
( N T h
Kekurangan:
Kekurangan: 1. Waktu vyang diperlukan
lebihlama
1. Banyak suara yang hilang 2. Organisasi yang diperlukan
2. Partai-partai kecil sulit untuk penyelenggaraan
sangatbesar
3. Calon-calon vang dipilih tidak
\. J \_ J
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2. Pengawasan Pemilu
1) Pengertian Pengawasan

Menurut George R. Tery (Tery, 2006, p. 27) pengawasan sebagai

mendeterminasi apg plah dilaksanakan, artd gevaluasi prestasi kerja

“RALNALNEY

.,.15\
o

“B L
-

=*]

o

5 e

=. &

7]

g =

= B

o =

organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan
menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk
menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak
diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang

baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan 14 pendahuluan
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meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan
pendahuluan  bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan

Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial. (Yolly dan

Maristo, 2014

bervisor yang

berhubungan

penyimpangan yang m atau tidak sesuai dengan standar.
Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu.
Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau
operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik)

adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai 15

18
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landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. (Yolly dan

Maristo, 2014, p. 13).

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan

perusahaan-

"f
4' I! el teori untuk

i
el
4

el

&
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2003, p. 13), menyatakan juga bahwa pengawasan merupakan sebuah tindakan

untuk mengoreksi terhadap hal-hal yang dilakukan.

3. Pengawasan dalam Pemilu
Pengawasan menurut (Tani, 2004, p. 27) adalah suatu upaya yang dilakukan

oleh para manajer untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

19
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karyawan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan oleh organisasi atau
perusahaan. Sementara menurut Robbins & Coulter, 2005, p. 37) pengawasan

sebagai 16 proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah

aktivitas sesuai deg gdi rencanakan dan_se pses mengoreksi setiap

saat ini dafd kepe 1han yan; in; gh@rakan berdampak

besar pada pasitas sistem

administra g 1S ata ya ‘ ﬂ’ nomor induk
kependudul nin. alamat untt *--} uan mengenai

pemilih d o e ada pemilihan unum.F ) adalah faktor

Tahun 2013. Dalam upaya mewujudkan dan menghasilkan daftar pemilih yang
tepat, tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui sikap aktif dari
masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih. Masyarakat harus berani
mengambil sikap melaporkan kepada petugas, jika masyarakat tersebut tidak

termasuk dalam daftar pemilih, karena terdaftarnya masyarakat dalam daftar
20
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pemilih sangat penting dalam menjaga tetap tingginya partisipasi masyarakat

dalam pemilihan umum.

Menurut Mulyono dkk (2013) Lembaga pemerintahan baik di tingkat

. Persiap

3. Adanya ’ varakat bahwa

g
KPU ku ‘1’

4. Dapat mg ’._
v

3; i Ji, pemilu

IV .

: e

bahwa alat peraga kampanye ad® penda atau bentuk lain yang memuat
visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan
kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu
dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Pada ayat 23 juga

dijelaskan bahwa bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang

memuat visi, misi, program, simbol- simbol, atau tanda gambar yang disebar
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untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih

Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang

N disay yepepe i uawnyoq

-
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e. Pengawasan Kampanye di Media Massa

Media sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum,
Dengan peran media, maka partai politik maupun politisi akan mendapat banyak
kebaikan selama mematuhi aturan kampanye, media juga berperan penting dalam

rangka mengawal jalannya pesta demokrasi.

22
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f. Pengawasan Politik Uang (Money Politic)
Penyelenggaraan pemilihan umum sangat berpotensial terjadi berbagai

pelanggaran, pelanggaran kode etik, administrasi, sengketa pemilu, tindak pidana,

maupun perselisil pemilu  dan itu  peraturan

arangan dan

sangsi kum yang

>

efektif. tidak dapat
uang, orang
dapat berp py politic. Hal

ini merujul tertentu entah

b\ L (S

an keputusan-

a1l Ke *ﬁ%’
Tahun 2011 tentang pe . Q ‘

Nt enyebutkan pemilu adalah
W
lembaga yang menyelenggarak ang terdiri dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD,

DPRD, Presiden dan Wakil, serta Gubernur dan Bupati/Walikota.

g. Pengawasan Kampanye Hitam (Black Campaign)
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah,
dimana para calon peserta pemilu saling berkontestasi untuk meraih kemenangan

dan menjatuhkan lawan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan

kegiatan p

menawarka

N disay yepepe i uawnyoq

-
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memberikan hak suaranya. : crjadinya pelanggaran yang dapat

mempengaruhi kredibilitas kinerja para penyelenggara dan pengawas pemilu
sangat dipertaruhkan. Peran pengawas pemilu sangat vital, karena salah satu
tugasnya adalah melakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan secara
langsung dalam hal ditemukannya kesalahan, kelalaian dalam proses pemungutan

dan penghitungan suara. Peranan tersebut wajib dilakukan oleh pengawas pemilu

24
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baik atas suatu perbuatan yang dilihat secara langsung maupun berdasarkan

masukan dari masyarakat. (Modul Bawaslu RI, 2014).

4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

itia Pengawas

adalah panitia

telah ditentukan untuk dilakuke ®fjaan yang menjadi tanggung jawab
seseorang, Pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan

fungsi masing-masing. (Pasal 1 Ayat 8 UU No.10 Tahun 2016).

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh
Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng

Syafrudin. (Syafrudin, 2000: p, 22). Ada perbedaan antara pengertian kewenangan

25
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dengan wewenang, kewenangan (autority gezag) adalah apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh

Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya

mengenai suatu

wewenang

perundang-

5NN

e = '
o
=
e
=3
o
]
2
-

av
=
=
la=
T
.
=

<*

22 E ayat (5)

“Pemilihan umum diselenggarakar atu Komisi Pemilihan Umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri. (Indriyani, 2020: p, 8).

Pelanggaran adalah “overtredingen™ atau pelanggaran berarti suatu perbutan
yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari

pada perbuatan melawan hukuh. (Prodjodikoro, 2003: p, 33).
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Pasal 1 angka | Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang selanjutnya disebut

aksanaan kedaulatag di, wilayah Provinsi dan

N disay yepepe i uawnyoq
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Jenis dan sifat penelitian
Penelitian  observational research Merupakan penelitian dengan

menggunakan pendekatan empiris. kelaziman dalam penelitian observational
research sebagai sumber data adalah data primer dan data sekunder. data primer
adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat

pengumpulan data berupa wawancara dan atau kuesioner sedangkan data sekunder

27
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berupa buku-buku, literatur, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, putusan kasus

naskah perjanjian internasional dan lain sebagainya.

2.  Lokasi Penelitian

Penelitian y3 A, penulis lakukan bg di. Bawaslu Kabupaten

ASlu Kabupaten

un 2020”. D1

ini yang menjadi populasi ialah Faizul ika (Divisi sengketa) dan Rival Nopiri
(Divisi penindakan pelanggaran) Melainkan Pengambilan sample menggunakan
Tehnik purposive sampling. Tehnik purposive sampling adalah penggunaan
metode dengan menentukan sample yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sample

yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan tetap memperhatikan sifat-
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sifat dan penyebaran populasi yang sesuai agar diperoleh sampel yang

respresentatif.

b. Sampel

vttt
)
2

Persentasi

100%

100%

100%

_'\”Il‘l!;_"l?a'\"’l

berikut:

a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung antara
sample dan pewawancara dengan melakukan tanya jawab antara keduanya sesuai
alat interviuuguide (panduan wawancara) yang telah peneliti siapkan sebelum

mewawancaral narasumber atau I'CSPOIldCIl, wawancara merupakan suatu proses
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pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara sangat penting dilakukan
mengingat bahwa ia merupakan bahan primer dalam sebuah penelitian yang

bersifat Normatif-Empiris yang digunakan untuk mendapatkan data, keterangan

Biesponden yang sudah
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BAB II

TINJAUAN UMUM

awaslu Menurut

!..‘

pertama ada, Un - ‘ tentang
penyeleng gara#! miliha N yan yat (16) yang
berbunyi “Bfdg oay emilu, yang selar : at Bawaslu adalah

lembaga pem¥Clenggard | s ertugaspinicn e nyelenggaraan

2017)

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggara pemilu yang
berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif,
presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga terjadinya

kecurangan dalam pemilihan umum tersebut sehingga keberadaannya harus
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independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan

umum yang independen, yaitu :

Dibentuk berdasarkan perintah konstitui/undang-undang;

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
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berlakusecara intermal maupun ekstemal, seperti peraturan Bawaslu tentang

penyelesaian sengketa.

b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan

c. Mempunyai kewenanangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam
menindak beberapa kasus, terutama yang terkait penyelesaian seneketa.

(Suswanto, 2016, p. 13)
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2. Tugas dan Kewenangan
Secara doktrin berikut salah satu pendapat para ahli tentang pembagian

tugas yaitu Menurut Petrus yang mana petrus merupakan salah seorang ahli

dibidang ketatanega .administrasi kenegaug jpendapat tugas negara

merupak : Am pen ataan kene; _@ ahan. Dengan
kata diberi setiap raan d erintahan harus

memiliki [im; angan oaiidang. Dengan

bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het
bestuursrechtelijke rechtsverkeer” (H.D. Stout, 1994, hlm : 102 ) (Wewenang
merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang
dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di
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dalam  hubungan  hukum  publik). Menurut  F.P.C.L. Tonnaer,
“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om

positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling

: 265) (Kewenangan

tata negara
ini sehingga

g8ep inti dalam

N . S aht &y
@
rechtsgevolgen onstaa 1 Q ‘ CClTtgl
L\ N

vrijheid om een bepaalde feite te verrichten of na te laten, of de
(rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander.
Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of
na te laten” (Nicolai, 1987, hlm : 4)

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup
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mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk
melakukan atau tindak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain

untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan

perundang-und

N disay yepepe i uawnyoq

berikut ini.
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attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld
belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan speciale colleges
(bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke

rechtspersonen” (Huisman, 1999, hlm : 42)
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(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri
wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya

tetapi juga terha

kepada organ pegawai (misalnya

Nomor 10

Pasal 22B
a. ‘

\ “. tusan Bawaslu
akil Gubernur,

M disiy yepepe i uswnjoq

Calon kota dan Calon
Wakil oleh pasangan
calon da& erkait penjatuhan
sanksi dis i1 Politik/gabungan
Partai Po dalam Pemilihan
= berikutnya.

¢. Mengoordinasikd Q ‘ 8 dpa gawasan penyelenggaraan

Pemilihan; ‘ \“

d. Melakukan evaluasi peng? ggaraan Pemilihan;

e. Menerima laporan hasil peng@Wasan penyelenggaraan Pemilihan dari
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;

f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat
melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
secara berjenjang;

2. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan,;

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan
Panwas Kabupaten/Kota;

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

36

Dipindai dengan CamScanner



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran
Pemilihan; dan

j. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun
Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan
Pemilihan. (UU No. 10 Thn 2016, Psl 22B)

Tujuan Didi

Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan
penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu
lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Era reformasi, tuntutan
penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa

semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang
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bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan,
Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas

pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

terjadi perubahan & s pemilu. UU tersebut

ke Panwa : slu, Kai 98 demokrasi ini
pun berpi am buku Kepem pinan Pe Sebuah Sketa

karangan : ardinidi 5 asilfada di Lantai 2

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): pun, aparat Bawaslu ditingkat daerah
mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan
pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU. Sampai
pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan

Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan

pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam
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merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 12
Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya.
Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin

terjadi, setidaknya

v

@
o
ﬂ.

efektif, transparan dan aksesibel:
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur
Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui
penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi

informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih
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5. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Pilkada)

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dan/atau

memilih K

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau

gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak
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mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala
Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan

pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya

terkait dengan ketg ' | bagi partai politik

secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju
kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena
itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif

dapat dipertanggung jawabkan.
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Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)
merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena

N disay yepepe i uawnyoq

-
-

pemilukada seharusnya didasarka ahaman adanya sistematis antara

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

PasalPasal Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang “Pemilithan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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(Arbas, 2012, hlm. 31)

Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu,

memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2)

dipastikan dalam amandemen 3 (ketiZ#y Tumusan yang terdapat pada Pasal 18

akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya hal itu
tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan

Pasal 18 hasil amandemen 2 (kedua) tersebut.(Suharizal, 2011, hlm. 28)

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di
sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan
kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk

mengatur pemering gara ada pada rakya

me Ve ‘a'@m‘ﬁ“ b

<

g
.
v

persyaratan.(Ibid)
6. Tujuan dan Fungsi Pilkada

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah
pelaksanaan pemilithan umum Kepala Daerah (pilkada) secara langsung.
Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa

pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting

Dipindai dengan CamScanner



dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:(Ibid)

a. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat

di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan

N disay yepepe i uawnyoq

-
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harus diperbaiki dan dicegah. Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam
pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan
rakyat, yang dimaksudkan di sini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat
itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu.

Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan
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kepada warga masyarakat untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

1.  Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang

dimilikinya.

dak langsung

erupakan cara

Undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan

upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.(Ibid)
7.  Jenis-jenis Pilkada
a.  Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung Pemilihan kepala

daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin
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daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya
untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada

Pemilu Legislatif.(Budiman, 2015, hlm.161) Dasar dari penyelenggaran

Pemilihan Kepala

o

#ﬁ Melindungi

Hak Minofita : eran = kel s s’ Demokrasi
| g

Pancasila haka ‘ agai aA*UnEK menyelesaikan

masalah, ide
terbanyak.

Secara hist@ mencatat perihal
pemilihan kepala dae an kolonial Belanda.

Pemerintahan Hindia Belanda mé dang-undang pada tanggal 23 Juni
1903 yang dikenal dengan decentralisatie wet 1903.(Wolhoff, 1995, him. 23)
Decentralisatie wet 1903 menyerahkan implementasi ketentuan-ketentuan
untuk pengaturannya lebih lanjut kepada pejabat yang berwenang membuat

ordonansi di Hindia Belanda. Dengan dasar ketentuan yuridis, decentralisatie

wet 1903, lahirlah koninklijk desluit tertanggal 20 Desember 1904 (dikenal
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dengan decentralisatie desluit 1904).(Prihatmoko, 2005, hlm. 38) Sedangkan
pendudukan Jepang di Indonesia memaklumatkan tiga undang-undang yang

mengatur tentang penyelengaraan pemerintahan yang disebut dengan 3 osamu

sirei (UU Pemen ara Jepang, 1942 P g bahasa Indonesia

disebut

diangkat ad3
situasi politi

kondusif .

Tahun 1948 tentang
pemerintahan di daerah. Dal3 ini yang dimaksud
pemerintahan daerah adalah propinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota
kecil), nagari atau marga.(UU No 22 Thn 1948 Psl 18) Keluarnya Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada keluarnya undang-undang
nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah. dalam

undang-undang nomor 18 Tahun 1965, bertolak belakang dengan undang-

Dipindai dengan CamScanner
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undang nomor 1 Tahun 1957 karena perubahan format pemerintahan negara
sebagai implikasi perubahan konstitusi, sebelumnya sistem federasi (Republik

Indonesia Serikat) menjadi sistem kesatuan. (Soehino, 1992, hlm 72) Dalam

dibatasi da (ro leh rezim 'Soeh d ik terhadap

emilihan Alade . ke ah : fah calon yan
p ! _ & yang
memenuhi SYag ALa : or d1a Dal nﬂ iangkat oleh

terkait dengan kepentingan pemer] at untuk mendapatkan gubernur atau
bupati yang mampu bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam beberapa

kasus, kepala daerah yang dipilih bukanlah pilihan nomor 1 yang diusulkan

DPRD setempat. (Prihatmoko, 2005, hlm. 65)

Pasca lengsernya Rezim Orde Baru, ditetapkanlah undang-undang nomor

22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-
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undang ini menimbulkan perubahan pada penyelengaraan pemerintahan di
daerah. perubahannya tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Sebelumnya hubu ' ja pemerintah pusat da bersifat sentralistis,

di luar pe

daerah un
b.

Secdra NEs AL TR i pemi]ihan

2008 tentang perubahan atas PP R . ‘“‘sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau kabupaten/Kota
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil

kepala daerah™(PP No 49 Thn 2008)

Hal tersebut yang menjadi alasan dikeluarkannya UU no 32 tahun 2004

Tentang Perubahan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara

Dipindai dengan CamScanner
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langsung untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Konsep otonomi
daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap

daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan

Pelanggaran

Pilkada. Samg ’f 12-Unde # 2016 Tentang

Pemilihan Gubgfhu g i dasar dari

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten berwenang pula menerima serta

menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran maupun sengketa pemilihan.
Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, tugas
dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai

pemilihan. Berikutnya, Pasal 30 huruf ¢ menerangkan, bahwa Bawaslu

ol
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Kabupaten/Kota menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan
dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Perlu kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 30

Januari 2020, telak 3 ¥ -XVII/2019. Dalam

Pilkada hanya memberikan waktu paling lama tiga hari kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS untuk menyelesaikannya. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang

Pilkada.

52

Dipindai dengan CamScanner



Selanjutnya, sesuai penjelasan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang tentang
Pilkada, batas waktu bagi Bawaslu dan jajarannya untuk meminta keterangan
tambahan dari pelapor paling lama hanya dua hari. Ketentuan Pasal 134 ayat (5)

dan ayat (6)

Selanjutnya

kepada B

DN disay yepepe jur udwnyoq
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mengajukan pengujian Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sidang pendahuluan uji
materi di Mahkamah Konstitusi telah berlangsung pada hari Rabu, tanggal 11
Maret 2020. Alasan yang diajukan para pemohon, sama dengan yang sudah

diuraikan di atas, yaitu batasan waktu yang terlalu singkat dalam penanganan
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dugaan pelanggaran Pilkada. Pemohon beranggapan dengan keterbatasan waktu,
dapat membuat penanganan pelanggaran tidak berjalan secara optimal. Dari

pengalaman penulis saat menangani temuan dugaan pelanggaran Pilkada tahun

2018, batas menyulitkan. Dalam

tempat tingg
dari saksi. Kjgdi i SpBArtie am penanganan
dugaan pelang A : : Undang-Undang
Pilkada hanya li . € *‘ : gat mungkin dialami
pula oleh pengawas q' .
Q LIS

| |

pengawas Pemilu pada saat ya2 enangani lebih dari satu temuan
atau laporan dugaan pelanggaran. Jika hal ini terjadi, tentu batas waktu lima hari
sangat menyulitkan dan penanganan pelanggaran Pilkada bisa berpotensi
daluwarsa. Melihat beberapa kendala yang ada, sudah sepatutnya Mahkamah

Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi harus

menambah batas waktu penanganan pelanggaran dalam Pilkada. Durasi waktu

54

Dipindai dengan CamScanner



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

yang sebelumnya hanya paling lama tiga hari, ditambah menjadi paling lama tujuh
hari. Kemudian, durasi waktu paling lama hanya dua hari ditambah menjadi
paling lama tujuh hari, sehingga total waktu yang dimiliki adalah 14 (empat belas)

elain 1tu, Mahkamah

dan Undang-

dan memiliki

(UU No 7 Th 2015).
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 pasal 1 ayat
(14) tentang Panwaslu kecamatan yang berbunyi “ Panitian Pengawasan Pemilu

Kecamatan yang selanjutnya disinggat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang
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dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi
penyelengaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain™.

Untuk mencapai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

engawasan  terhadap

mengatur

N disay yepepe i uawnyoq

-
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a.  Mengawasi tahapan penyt
1. Pelaksanaan pengawasan rektutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
Pencalonan
Proses dan penetapan calon;
Pelaksanaan Kampanye;
Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilihan;
Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

Naown ks

0
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9.  Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12.  Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan
lanjutan, dgg Pemilihan susulan; dan
: penetapan hasi

a0 Bupati dan Wakil

wi; i

e- ' 12
1 :
ﬁ indakan yang
d ; emilihan  oleh
g. Faw as vaslu tentang
; ﬂ.: pnbupaten/Kota,
F - abupaten/Kota
ﬁ-’ terganggunya
| 1) 5
h. 2 ﬂ an; dan

¥

]

g

(%]

%)

2. %
e
= ‘

o
&
=
e |
[¢]
S
=
5
=

Mengawasi ta a0

meliputi: ‘,‘

1.  Pemutakhiran Q 'hu‘imﬁ‘h an data kependudukan dan
penetapan Daftar P¢ a dan Daftar Pemilih Tetap;

2 Pelaksanaan Kampanye;

3 Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

4.  Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;

3

6

Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
dan
7.  Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan
lanjutan, dan Pemilihan susulan.
b.  Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota;
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c.  Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPKuntuk ditindaklanjuti;

e.  Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya

kepada instansi yang berwenang;

f AR sosialisasi penyelen
g : dan laporan
ihan; dan

h peraturan
C. pemilihan
|

a pasti disitu
ada konflikeNBegitubany: nflik dalam k T Al Entah konflik
kecil ring 1 oleh semua
kalangan, kai ereantung bagaimana
kita menyikafi a. Karena untuk
mengetahui dan bagaimana

atau konflik. Konflik berarti adanya op0sisi atau pertentangan antara orang-orang,
kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek
permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara
individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau
kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat

hukum antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Ali Achmad
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berpendapat :Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana

supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan

atau lebih enanya dapat

EL ) E 0 e

At
2
H
5

diber1 sank 1, 2003, hlm :
14)
2. Peng

Telah &1 n 2014 tentang
Pemerintah

sebagal unsur pin pelaksanaan

=

urusan pemering otonom”. Dapat

ierintahan di daerah yang

isimpulkan, bahwa ¥ I
disimpulkan, b |l ‘

berkaitan dengan kewenanga dalam mengurus dan mengatur
rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan
pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi

kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah

kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).
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Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang di miliki oleh
pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah

sebagai penyelenggara negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian.

Pertama pemerintak akli luas (in the broad.s dua, pemerintah dalam

1«:‘\\_ L3 \‘ﬁ’ﬁ“ i i ensgip serna

arti sempi c
<D
D

alat-ala

terkait dengan proses pelaksaan pemilu maka partai politik tersebut dapat
mengajukan keberatan kepada bawslu pusat (RI) dan bawaslu pusat memiliki
kewajiban serta kewenangan untuk menerima dan melakukan tindaklanjut

terhadap hal tersebut.
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Setelah bawaslu pusat menerima laporan tesebut maka bawaslu pusat
memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan

penyelenggaraan pemilihan dan disamping itu juga berwenang untuk

penyelenggaraan

kabupate

maupun

tersebut, : yersangkutan da N 18 pada bawaslu

puas denga
keberatan
putusan ba OVinsi ma pat t an |a add bawaslu pusat

(RI). Dan bawas 40 SRS TP US kewajiban dan
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BABIII
PEMBAHASAN
A. Tugas Dan

pangan Bawaslu Dalam Ményelesaikan Pelanggaran

1945

dilaksanakan

: ilihan Gubernur,
: ana telah diubah
beberapa kali terakIiESe@ng W* 0 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Und# adan®, NC ahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan
tugas dan kewenangan kepada Bawaslu diantaranya menerima laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu

Kabupaten Kota wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
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sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat

merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang

gngawasan Pemilihan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki
karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk Pemilu lainnya baik
Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2019. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon,
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besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidak netralan dan parsialitas
penyelenggara Pemilukada. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran

terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, abuse of power,

dan manipulasi da e. Secara umum pea emilu dilakukan oleh

Kabupaten ini selesai d .- Q

LIN

Bicara tentang kapan be #Slu Kabupaten Rokan Hulu tidak
lengkap jika tidak membahas tiga anggota Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu
generasi awal periode 2017-2018, adalah Fajrul Islami Damsir,SH., MH, Gummer
Siregar, dan Alamsyah Hasibuan, ST Tiga orang inilah orang yang pertama kali

membangun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu . Dengan, tiga pimpinan Panwaslu

Kabupaten Rokan Hulu Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana
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dan prasarana penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu
Kabupaten Rokan Hulu berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.

Rangkaian proses seleksi yang harus diikuti untuk menjadi anggota Bawaslu

p panjang dan tidg Mulai dari penelitian

Hulu.

Pada tanggal 15 . a ‘ blik Indonesia di jalan M

Thamrin Jakarta Pusat meld flami Damsir.SH.,MH, Alamsyah
Hasibuan, ST, Gummer Siregar, Fanny Ariandi, SH dan Yurnalis,S.Sos,I,. M.A
sebagai Anggota Bawaslu kabuapten Rokan Hulu Periode 2018-2023
Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, Kelima Pimpinan Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu segera melakukan pleno untuk memilih Ketua.

Berdasarkan hasil pleno, terpilih Fajrul Islami Damsir, SH., MH. Sebagai Ketua
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Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, untuk Periode 2018-2023
Dihadapan Kelima pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat,

bisa dibayangkan dengan keanggotaan yang hanya Lima orang. Dengan

mengutamakan dan

wewenang iB3 24 : ﬁ ngInga @’ Provinsi Riau
mengusulk d a1 Ne ; _ 1 ﬂ ah Kabupaten

Rokan Hul@®§gh@g aperson d ¥ d Rokan Hulu kepada

Bupati Ro t ada beberapa
proses yang a lain: Bawaslu
Kabupaten Ro Daerah Rokan
Hulu Demi menj@lén 6 "’*v ey’ Bawaslu melalukan

audiensi dengan pemt i Jawaslu Kabupaten Rokan

%
AN 2
Hulu mengusulkan nama-nania emerintah Daerah Rokan Hulu,
Hasil dari audiensi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendapat
respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini,

Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu meminta kepada Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu untuk mengusulkan nama Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten.
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b. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Rokan hulu
VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam

serta

pemilu

@fifrja pengawasan

sengketa secara

baik bagi pihak dari dalam nt maupun pihak dari luar negeri.

67

Dipindai dengan CamScanner



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fup udwnyo(q

c. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

bupaten Rokan

Hulu merupakanlembag: yang . Al kedalam task

mengawasi terhadap

Undang-undang No 7 Tahun 2017, Yaitu sebagai berikut :

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/ Kota Bertugas:

a.  Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota
terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;

b.  mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas:
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1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan
daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
Pelaksanaap kampanye dan dana kampan o
: ik Pemilu dan pendisi

m %w‘m\‘ﬁ '00'

peraturan perunda
g.  Mengawasi pelaksa

kabupaten/kota;

h.  mengwaluasi pengawasan Pemilt®d1 wilayah kabupaten/kota; dan

i melaksanakan tugas lain sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 102

1.  Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,
Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:

a.  Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di
wilayah kabupaten/kota;
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b.  mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
c.  Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah
daerah terkait; dan
d.  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.
2. i pindakan pelanggarang gebagaimana dimaksud

ﬁ.‘iﬁ'%- : " ﬁ ab kota kepada

kode etik
emilu di

Pemilu di

€k di wilayah
‘..I strasi Pemilu;

&

garan Pemilu
aslu Provinsi.

3. sebagaimana
bertugas:

a. es Pemilu di

b onan sengketa

& diwilayah

d. milu diwilayah

n sengketa proses

e Pemilu di wilayah
Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

a.  Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pemilu;

b.  Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada
pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;

C: Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d.  Merekomendasikan™ kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil
pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak
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yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini;

e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu
Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila
Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau
aklbat lainnya segyai dengan ketentuan peratur perundang-undangan ;

f o pihak terkait dalam
g uk brhentikan

' 3l bawaslu
h. peraturan

tugas dan
ntuk pilkada

didalam pasal

Perlengkapan Pemiliha distribusiannya;

20. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilihan;

21. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

22. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

23. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

24. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;

25. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan

lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
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26. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
k.  Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilihan;

L Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa
m.
n.
0.
p.
bupaten/Kota,
Rabupaten/Kota
terganggunya
q : dan
r pleh peraturan
Pasal 33
Tugas dan W
1. Menga
meliput
8.
9
10.
11.
12.
13.

dan
14. Pelaksanaan penghitungaff™dan pemungutan suara ulang, Pemilihan

lanjutan, dan Pemilihan susulan.

] Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota;

k.  Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

L Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPKuntuk ditindaklanjuti;

m. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;

n.  Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
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o. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan
mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan

p.  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.

E
y -

aah

: 1:1“1.'
""2)

Indonesia Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota.
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2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara,

prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

g Penanganan
Pelanggaran akil Bupati serta

Walikota dan

yang sering dilakukan oleh Pegawar Aparatur Sipil Negara dimana mereka telah
mendukung salah satu pasangan Calon tertentu pada saat Tahapan Pemilihan
Kepala Daerah.

Dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu terdapat 7 pelanggaran yang terdiri

dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana,

pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:
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Jenis Pelanggaran Pilkada Serentak di kabupaten Rokan Hulu

No Jenis Uraian Keterangan
1 | Pelanggaran | 1. Perthal dugaan pelanggaran | Sudah
Pidana penggunaan fasilitas pemerintah | diselesaikan
yang digunakan untuk [ oleh bawaslu
menyebarkan atau mema
alat peraga kampanye

\ % P sunye, d

\“

wvatle
3|

‘\\\\\\\\

-~

Sudah

Pemilihan | diselesaikan

ketidakpatthan prosedur KPU | oleh bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu pada

saat Pembentukan dan
Penetapan Sekretaris dan Staf
Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara yang yang bukan berasal
dari Pegawai Desa Kelurahan;

4. Perthal ditemukannya Nama
Pemilih Ganda didalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Pelanggaran
Administrasi
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Rokan Hulu.

4 | Pelanggaran |1. Perihal dugaan Pelanggaran | Sudah

Hukum Netralitas dan Kode Etik | diselesaikan
lainya Aparatur Sipil Negara, adalah | oleh bawaslu
salah satu PNS masi akt

(tujuh) kasuSgpelang: ang- dilak : ' 1 Blipati dan wakil
Bupati Rok ; dalam h: iri da aghl (satu) laporan

yang terdiri / a) pelanos \dm A sal oaran kode etik,

pelanggaran pilkada tersebut yang mana Bawaslu ini menyelesaikannya dengan
cara menggunakan perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Yang mana Bawaslu ini
melakukan tahapan-tahapan penyelesainnya sesuai dengan perbawaslu nomor 8
tahun 2020 dari adanya tahap laporan hingga ke tahap pengawasan tindak lanjut

rekomendasi, pendampingan dan supervisi.
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e. Analisis wawancara
Tugas bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan bupati dan

wakil bupati kabupaten Rokan hulu. Berdasarkan pernyataan Bapak julika Rivai

mengenai tugas dangk Rokan hulu dalam

penanganan
aslu dalam

en Rokan hulu

pdap calon dan
wakil bupati
g dalam hal im
pelanggaran-
an administrasi,

0, pe! anggaran hukum
<

kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan bupati dan

wakil bupati kabupaten Rokan hulu adalah:

“Bawaslu kabupaten Rokan hulu melakukan pengawasan, mengawal
demokrasi bersih dan jurdil agar pemilihan tersebut dilakukan dengan jurdil,
bersih, jujur dan adil.”
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sejak ditetapkan oleh KPU KabupatenRokan Hulu.

Didalam regulasi yang sebelumnya yaitu pada Perbawaslu Nomor 15 tahun
2017 penyelesaiannya diatur dalam pasal 5 ayat (1). Sesuai Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
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Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menjadi Pemohon adalah pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota. Selanjutnya, bakal pasangan calon Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati PDan Wakil Walikota.

“‘a.‘\‘ Q m zm%‘i“ .%1. angan calon

il Bupati Serta

Ny,

‘iﬁi“‘% L33

Pe Roakan Hulu

secara tert , uraian yang

jelas Hulu dalam

8
@
=
=
e,
a
7]
B
r

mohon, uraian
mengenai tenggag ajukdn” PCrine ic h secara lengkap

dan jelas obyek 2k ngsSule Pemohon, alasan

disertai bukti yang dibuat dalam angkap, terdir1 atas satu rangkap asli
bermaterai dan enam rangkap salinan serta dalam bentuk softcopy.Jika dalam
permohonan sengketa dokumennya belum lengkap, maka Pemohon wajib
melengkapi paling lama tiga hari kerja sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh

Pemohon. Apabila permohonan tidak dilengkapi, maka permohonan tidak dapat

diterima. Sebaliknya, permohonan yang sudah dinyatakan lengkap akan
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mendapatkan nomor register dari petugas penerima.Setelah permohonan sengketa
mendapat nomor register, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai waktu

paling lama 12 hari untuk menyelesaikan permohonan sengketa melalui

musyawarah. Apah pihak tidak mencapai atan, maka Bawaslu

plesalan  suatu
perkara yar a berpedoman

pada pera u tersebut ada

RATRANAENE

att

beberapa p

yaitu :

|5
 ree]
=
(o]
o
]
o
(=W
I
)
8
=
B

nomor 8 tahun 2020, yaitu berdasarkan pasal 4. Bawaslu juga dapat memproses
berdasarkan temuan dari lapangan oleh Bawaslu dalam pelanggaran pelanggaran
yang terjadi pada pemilihan umum di kabupaten Rokan hulu.

Selanjutanya dalam hal laporan, Bawaslu kabupaten Rokan Hulu
menindaklanjuti berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan

Bawaslu nomor 8 tahun 2020 yaitu pada pasal 4. Setelah syarat dan ketentuan
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telah sesuai dengan pasal 4, maka Bawaslu akan melihat arah laporan tersebut
apakah ke arah pidana pemilihan, pelanggaran kode etik, pelanggaran netralitas

(ASN) atau pelanggaran hukum lainnya. Lalu Bawaslu meneliti, setelah Bawaslu

meneliti dan didag asilnyamaka barul fitentukan pelanggaran

penanganan §pela S n pe A Al penindaklanjutan

berdasarkan 1apera £t 41 /MY 18 " 3. Dalam waktu
ikl o7

Dalam hal ini, alu meneliti kembali atau

.Q‘\\‘

mengkaji kembali apakah peldng cmenuhi syarat formil dan syarat
materil atau tidak. Apabila terpenuhi syarat tersebut maka kemudian Bawaslu
dapat meregistrasi, setelah diregistrasi Bawaslu wajib melanjutkan proses dalam
pengawas pemilihan, Bawaslu dapat meminta keterangan kembali kepada pelapor

paling lama 2 hari, yaitu mengenai syarat dan ketentuan yang masih kurang untuk

dilengkapi dalam waktu 2 hari tersebut.
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Setelah itu Bawaslu kabupaten Rokan Hulu melakukan kajian terhadap
laporan atau temuan yaitu yang terdapat pada bagian ketiga bab IV peraturan

Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan ini Bawaslu kabupaten ,

panwascam mengk dari berkas-berkas disampaikan atau yang

mengundang

pihak pihak§pelapor+e , -tim Kklarifikasi

kabupaten Rokan hulu. Tim yang masuk dalam definisi ini adalah devisi
penanganan pelanggaran (DPP).
Dalam hal klarifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran dapat atau bisa

menggunakan keterangan ahli dalam klarifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran
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tersebut karena ada beberapa pelanggaran menggunakan saksi ahli dan ada juga
yang tidak menggunakan saksi ahli.

Adapun tahapan terakhir mengenai status penanganan pelanggaran yaitu

o
o
g

AF
ot

AU T 200

| DusaeHinkem KT 18 Tahan 1006
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BAB IV
PENUTUP

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa

kesimpulan dan sa g didasarkan pada terg i penelitian dan uraian

pengawasan di seluruh wilayah k@ anaan penghitungan dan pemungutan
suara ulang dan proses penetapan hasil pemilu di kabupaten/kota dan mencegah
terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu
mengawasi netralitas kampanye mengawasi pelaksanaan putusan DKPP putusan
pengadilan, putusan Bawaslu Provinsi dan kota. yang berwenang atas pelanggaran

netralitas mengelola, memelihara dan merawat arsip mengawasi pelaksanaan

84

Dipindai dengan CamScanner



N disay yepepe i uawnyoq

-
-

nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

sosialisasi mengevaluasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota dan tugas lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di

Kabupaten Roka terhadap potensi

pengawasa
terhadap d
awal yaitu ] aan | ;an Peas ik ngkaji dugaan

atas pelan

bersengketa melakukan proses ajudikasi memutuskan penyelesaian sengketa
proses pemilu pemilihan di wilayah kabupaten kota Bawaslu Kabupaten Rokan
Hulu dalam menerima memeriksa dan Menindaklanjuti atas laporan melakukan
mediasi dan ajudikasi dalam memutus sengketa proses pemilu di Kabupaten

Rokan Hulu yaitu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan agar
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menjaga netralitas semua pihak dalam proses kampanye sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengambil alih

sementara Tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan meminta

Bawaslu Kabupaie : aslu  Kecamatan dan

berdasarka
pelanggara
laporan atz

kabupaten

pelapor atau terlapor dengan tujuar tak keterangan atau klarifikasi, dalam
menjelaskan terhadap pelanggaran baik berupa keterangan atau klarifikasi dapat
menggunakan saksi ahli juga dapat tidak menggunakan saksi ali. Terhadap status
penanganan pelanggaran diumumkan disekretariat jendral bawaslu provinsi,

kabupaten/kota setelah itu hasil keputusan dapat diumumkan dipapan madding

bawaslu kabupaten Rokan Hulu baru dapat dipublikasikan.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai

berikut :
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